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PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Tml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat (fasakh) antara:

Penggugat, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Bangkirayen, 23 Maret 2002,

agama  Kristen,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  Pendidikan

SLTA (Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas),  tempat  kediaman di

xxx,  dalam hal  ini  menggunakan domisili  elektronik  dengan

alamat email  xxx@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat,  NIK xxx tempat dan tanggal lahir Tamiang Layang, 16 Juni 1995,

agama  Islam,  pekerjaan  Tidak  bekerja,  Pendidikan  SLTA

(Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas),  tempat  kediaman  di  xxx,

sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya tanggal  12 Januari  2024

telah  mengajukan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar secara  E-Court di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tamiang  Layang,  dengan  Nomor

3/Pdt.G/2024/PA.Tml.,  tanggal  12  Januari  2024,   dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

tanggal  06  Desember  2018  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur,  Kabupaten Barito  Timur

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;

2. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat  tinggal  di  xxx  dan  terakhir  masing-masing  bertempat  tinggal

sebagaimana alamat tersebut diatas;
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3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

bergaul  sebagaimana  layaknya  suami  istri  (ba’da  dukhul)  dan  sudah

dikaruniai  1  (satu)  orang anak yang bernama :  Xxx,  perempuan,  lahir  di

Bangkirayen tanggal 19 Januari 2019;

4.  Bahwa,  semula  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  

 berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Oktober 2023

 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan  

 : Antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan sehingga  

 Penggugat memutuskan untuk kembali  ke Agama Penggugat sebelum   

 menikah  yaitu  Kristen.  Penggugat  juga  merasa  Tergugat  tidak  pernah  

 membimbing  dan  mengarahkan  Penggugat  saat  Penggugat  beragama

Islam;

5.  Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan

     Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan

musyawarah namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah; 

7.  Bahwa,  puncak  perselisihan dan pertengkaran antara  Penggugat  dan   

Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 20 Oktober 2023 yang

akibatnya  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat.  Selama  itu  sudah  

tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir   

bathin  dan  Penggugat  tidak  ridho  atas  perlakuan  Tergugat  terhadap  

Penggugat serta Penggugat  merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan

rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan

satu-satunya  jalan  keluar  yang  terbaik  bagi  Penggugat  adalah  bercerai

dengan Tergugat;

9.  Bahwa,  dengan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf h

PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam;
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10.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar

Ketua/Majelis  Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa

dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Memfasakh  pernikahan  antara  Penggugat  (Penggugat)  terhadap

Tergugat (Tergugat);

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang

berlaku. 

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari dan  tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

datang  menghadap  sendiri  (inpersoon)  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat

tidak  pernah  datang  menghadap  ke  persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh

orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

menurut  surat  panggilan  (relaas) Nomor  3/Pdt.G/2024/PA.Tml  tanggal 13

Januari 2024 dan 24 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat

telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut

tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini  diperiksa

tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim telah

memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya

untuk  bercerai  dengan  Tergugat  dan  rukun  kembali  dalam berumah tangga

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-

dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena  Tergugat  tidak  pernah

datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut;
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Bahwa  pemeriksaan  dilanjutkan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  memperkuat  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx Nomor xxx, tertanggal 9

Maret  2019,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan Sipil,  Kabupaten Barito Timur,  bermeterai  cukup,  bercap pos

(nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda

(P.1), diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta Nikah  Nomor:  xxx  yang  diterbitkan  dan

ditandatangani  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Dusun Timur,  Kabupaten Barito Timur,  bermeterai cukup dan

bercap pos (nazegelen),  serta cocok dengan aslinya, alat bukti  bertanda

(P.2), diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;

Bahwa  di  samping  alat  bukti  tertulis  tersebut,  Penggugat  juga

menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Tante Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2018;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

tua Tergugat di Xxx kemudian tinggal di rumah kediaman Bersama di Xxx

sampai dengan terjadinya perpisahan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang

bernama  Xxx, perempuan, lahir di Bangkirayen tanggal 19 Januari 2019

saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa  pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

rukun dan harmonis, akan tetapi pada  sekitar  tahun 2020 rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis  karena  sering  terjadi

pertengkaran;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
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- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar

karena masalah nafkah yang kurang;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah kembali memeluk agama

sebelumnya yaitu kristen dan sudah sering melakukan ibadah di gereja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4

(empat)  bulan  yang  lalu  dimana  Penggugat meninggalkan  tempat

kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat

tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat

tidak pernah rukun lagi;

- Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal  Tergugat  tidak  pernah

memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi selalu menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan

Tergugat,  tetapi  Penggugat  sudah  bersikukuh  untuk  tetap  berpisah

dengan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2018;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

tua Tergugat di Xxx kemudian tinggal di rumah kediaman Bersama di Xxx

sampai dengan terjadinya perpisahan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang

bernama  Xxx, perempuan, lahir di Bangkirayen tanggal 19 Januari 2019

saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa  pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

rukun dan harmonis, akan tetapi pada  sekitar  tahun 2020 rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis  karena  sering  terjadi

pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
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- Bahwa  berdasarkan  cerita  Penggugat  kepada  saksi  penyebab

Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah yang kurang

dan  Penggugat  dibiarkan  tanpa  dibimbing  untuk  beribadah  sesuai

tuntunan agama islam;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi, Penggugat  sudah  kembali  memeluk

agama sebelumnya yaitu Kristen dan  sudah sering melakukan ibadah di

gereja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4

(empat)  bulan  yang  lalu  dimana  Penggugat meninggalkan  tempat

kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat

tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat

tidak pernah rukun lagi;

- Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal  Tergugat  tidak  pernah

memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi selalu menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan

Tergugat,  tetapi  Penggugat  sudah  bersikukuh  untuk  tetap  berpisah

dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat  menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal

ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  pada

pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  mendalilkan  bahwa

Penggugat  dengan Tergugat  telah melangsungkan perkawinan sebagaimana

yang telah dibuktikan dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/05/X/2013

tertanggal 19 Oktober 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Tml.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tombasian, dan  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis,  oleh  karena  itu

Penggugat  memiliki  legal  standing untuk  mengajukan  gugatan  perceraian

sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa  dalil-dalil  gugatan Penggugat merupakan rangkaian

dalil tentang  gugatan cerai yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat  sudah tidak harmonis karena sering

berselisih  dan bertengkar  bahkan kini  Penggugat  dan Tergugat  sudah pisah

tempat tinggal. Saat ini  Penggugat telah kembali  memeluk agama terdahulu

yaitu  Kristen. Atas  dasar  itu,  Penggugat mohon  agar  Pengadilan  Agama

Tamiang  Layang  untuk  memfasakhkan  perkawinan  Penggugat dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I.  Nomor 1

Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi,  mediasi  mengharuskan  kehadiran

kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka

sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi  tidak dapat dilaksanakan karena

ketidakhadiran  Tergugat,  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  cara

menasihati  Penggugat  agar  bersabar  menunggu dan rukun kembali  dengan

Tergugat,  sesuai  dengan maksud  Pasal  39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

154  ayat  (1)  RBg,  jo. Pasal  65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak

berhasil;
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun

telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak menyuruh orang lain untuk

menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata

ketidakdatangannya  itu  disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang  sah,  oleh

karenanya  Tergugat  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  perkara  ini  dapat

diperiksa  dan  diputus  dengan  tanpa  hadirnya  Tergugat  atau  verstek  sesuai

Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  gugatan  penggugat  yang  telah

dibacakan di depan persidangan, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa

Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan di dalam Pasal 19 Huruf f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam dimana  Penggugat  mendalilkan  bahwa penyebab  perselisihan

dan  pertengkaran  tersebut  adalah   Tergugat  tidak  pernah  membimbing  dan

mengarahkan  Penggugat  saat  saat  Penggugat  beragama Islam.  Puncaknya

terjadi  pada  bulan  Oktober  tahun  2023,  Tergugat pergi  dari  rumah  dan

meninggalkan rumah dan tidak pernah Kembali lagi hingga sekarang. Saat ini

Penggugat telah kembali memeluk agama terdahulu yaitu Kristen;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  283  R.Bg.  jo.  Pasal  1685

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa Penggugat  untuk  membuktikan dalil-dalinya,  telah

mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah

P.1 dan P.2 semuanya bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen) dan alat bukti

yang fotokopi telah  dicocokkan dan  sesuai  dengan  aslinya  sehingga Hakim

menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Tml.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal  3

ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2, tersebut merupakan akta

autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak

dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat

sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285

R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas

nama  Penggugat,  yang  memberikan  bukti  bahwa  Penggugat berdomisili  di

wilayah hukum Pengadilan Agama  Tamiang Layang, sehingga perkara  a quo

merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi  Kutipan Akta Nikah, yang

memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang

telah menikah pada tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Hakim telah  mendengar  keterangan 2  (dua)  orang

saksi  dari  keluarga/orang dekat  Penggugat  dan  Tergugat  yang  telah

memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang  bahwa  saksi-saksi  Penggugat  bukan  orang  yang  dilarang

untuk  menjadi  saksi  (Pasal  172  ayat  (1)  R.Bg.  dan  saksi-saksi  Penggugat

adalah keluarga Penggugat, hal mana merupakan orang yang patut didengar

kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan),  memberi  keterangan  di  depan  sidang  seorang  demi  seorang

(Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh

karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang  bahwa  saksi-saksi  tersebut  bukan  hanya  seorang  saksi

(Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal

309  R.Bg),  dan  saksi-saksi  menerangkan  berdasarkan  pengetahuan  sendiri

(Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang

mengenai  hal-hal  yang  telah  diklasifikasikan  di  atas,  mememenuhi  syarat
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materil  saksi  dan  mempunyai  nilai  kekuatan  pembuktian  serta  dapat

dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Penggugat

di persidangan, telah cukup dasar bagi hakim untuk menyatakan terbukti fakta-

fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  sah yang menikah

pada tanggal 6 Desember 2018;

2. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis

sejak sekitar tahun 2020 karena sering bertengkar;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

4. Bahwa  Penggugat sekarang sudah beralih  agama lain  atau  memeluk

agama kristen dan Penggugat sering beribadah di gereja;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

sejak  4  (empat)  bulan yang lalu  dimana Penggugat  pergi  meninggalkan

tempat kediaman bersama sampai sekarang;

6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling

mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa  sejak  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  pernah

rukun  kembali  dan  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat;

8. Bahwa saksi-saksi selalu menasihati Penggugat untuk tetap hidup rukun

kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  petitum

gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut,  hakim selanjutnya akan

mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh

Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang  Perkawinan  jo. Pasal  116  huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam,  untuk

selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya
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mengabulkan  petitum  gugatan  Penggugat  untuk  dijatuhkan  talak  satu  bain

shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  lebih  memperjelas  fokus  pertimbangan

mengenai  penerapan  hukum  (tahap  kualifikasi)  dalam  putusan  ini  maka

dirumuskan  dalam  legal  issue  “apakah  fakta  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  telah  memenuhi  kualifikasi  rumah  tangga  yang  dimaksud  dalam

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  jo.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu

bain shugra Tergugat terhadap Penggugat?”;

Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena

alasan  “antara  suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah

tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan a quo

jika terbukti  bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi  tiga keadaan

secara kumulatif;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat tiga unsur

yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya  alasan  terjadinya  perselisihan dan  pertengkaran  secara  terus

menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada

harapan untuk  kembali rukun;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang  bahwa  unsur-unsur  tersebut  akan  dipertimbangkan  satu

persatu  dengan  mengaitkan  fakta-fakta  hukum  yang  terjadi  dalam  rumah

tangga  Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-

unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya  alasan  terjadinya  perselisihan dan  pertengkaran  secara  terus

menerus;
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Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  di  atas,  telah

terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara

Penggugat dan Tergugat sejak sekitar  tahun 2020 karena Tergugat sering

bertengkar;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat  disharmoni sebuah perkawinan

dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum

lainnya  disebut  broken  marriage,  yang  dalam  permasalahan  keluarga

landasannya  bukan  semata-mata  adanya  pertengkaran  fisik  (phsysical

cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang

menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga

meskipun  tidak  diketahuinya  penyebab  terjadi  pertengkaran  mulut  atau

kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi

telah  secara  nyata  terjadi  dan  berlangsung  kekejaman  mental  atau

penelantaran  terhadap  salah  satu  pihak,  maka  sudah  dianggap  terjadi

broken marriage;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

seperti  yang  ditampilkan  oleh  Penggugat  dan  Tergugat  dalam  rumah

tangganya, juga merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang

diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur

berantakan,  sehingga dalam kondisi  yang demikian  sudah berat  bahkan

sulit membangun rumah tangga ideal seperti yang diharapkan;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  Hakim

berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami  isteri  sudah tidak

ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang  bahwa  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

terjadi  antara Penggugat  dan Tergugat  adalah telah terjadi  pisah tempat

tinggal  sejak  4  (empat)  bulan  yang  lalu  dimana  Penggugat  pergi

meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang. Selama pisah

tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi

dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
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Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  hukum  perkawinan  suami

isteri  diperintahkan agar  hidup bersatu pada tempat  kediaman bersama,

dan  tidak  dibenarkan  untuk  hidup  berpisah  tempat  tinggal,  agar  bisa

menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan

yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang  bahwa  hidup  bersama  merupakan  salah  satu  tolak  ukur

rumah  tangga  bahagia  harmonis  sekaligus  sebagai  salah  satu  tanda

keutuhan suami isteri,  oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat

tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang merupakan bentuk

penyimpangan  dari  konsep  dasar  perkawinan,  agar  suami  isteri  utuh

kompak  dalam segala  aktivitas  kehidupan  rumah  tangga  bukan  dengan

pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain

saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,

proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang

kondusif  serta  jauh dari  suasana utuh dalam kebahagiaan menunjukkan

bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan

hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan

Tergugat  dalam  rumah  tangga  sebagaimana  fakta  di  atas merupakan

indikasi  hilangnya rasa cinta  dan kasih  sayang diantara  Penggugat  dan

Tergugat sebagai suami istri dan selama berpisah, antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Hakim

menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit

untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang bahwa Penggugat  dan Tergugat  sudah sering  dirukunkan

baik sebelum dan sesudah pisah tempat tinggal akan tetapi tidak berhasil,

karenanya Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

harapan untuk rukun kembali;

Menimbang  bahwa  bahwa  berdasarkan  yurisprudensi  putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 dalam

putusan  tersebut  Mahkamah  Agung  dalam pertimbangannya  antara  lain
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menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak

ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang

seperti itu telah terbukti retak dan pecah sehingga memenuhi alasan cerai

berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang  bahwa  Hakim  menilai  tindakan  Penggugat  dan  Tergugat

yang  sudah  tidak  memperdulikan  dan  tidak  menghiraukan  dalam kurun

waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan

lahir dan batin,  adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga

yang rukun dan harmonis,  karenanya Hakim berpendapat  rumah tangga

keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  Hakim

berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini

3. Pengadilan  telah  berupaya  mendamaikan  suami  isteri  tetapi  tidak

berhasil;

Menimbang bahwa keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Hakim

telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada

Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya pada setiap sidang

sesuai  ketentuan Pasal  31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat

dilaksankan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

pula  menyuruh  wakil  atau  kuasanya  tanpa  adanya  alasan  yang  sah

menurut hukum;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  Hakim

berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Hakim

berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak

dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dalam sebuah rumah tangga yang

sedang menghadapi  konflik yang bersifat  terus-menerus, jika suami ataupun

istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya

dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil,  patut

disimpulkan  bahwa  rumah  tangga  tersebut  sudah  tidak  ada  harapan  untuk

dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan
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dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-

menerus  juga  sudah  tidak  dapat  dirukunkan  lagi.  Dan  terpenuhinya  alasan

perceraian  di  atas  adalah  semata-mata  ditujukan  pada  perkawinan  tersebut

yang telah pecah (marriage break down);

Menimbang  bahwa  dengan  pertimbangan  tersebut  diatas  dapat  ditarik

suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah

(broken  marriage)  dipandang  telah  memenuhi  unsur–unsur  untuk  terjadinya

perceraian  sebagaimana  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan

seperti tersebut di atas; 

Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  dan  analisis  atas  fakta

hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah hancur  berantakan,  jika  dipertahankan akan menimbulkan kesusahan

dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian

bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang,  bahwa  situasi  kehidupan  perkawinan  seperti  itu  menurut

pendapat  Hakim  sudah  tidak  mungkin  diharapkan  akan  mencapai  tujuan

perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti ketentuan Syari’at

Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

sehingga perkawinan yang seperti  itu menurut  Hakim sudah tidak perlu lagi

dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya

hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal

yang  kurang  baik  atau  bahkan  membahayakan  bagi  salah  satu  pihak  atau

kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikhis (kejiwaan). Sedangkan

dalam  ajaran  syari'at  Islam  menghindari  madharat  atau  mafsadat  wajib

didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Sebagaimana bunyi kaidah fiqh;

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya :“Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil

kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor  16 Tahun

2019 perkawinan ialah ikatan  lahir batin antara seorang pria dengan seorang
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wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah tangga )

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan,

Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam  memberi  ketentuan,  bahwa  perkawinan

menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah

ibadah  yang  menurut  syari’at  Islam sebagaimana  tertuang  dalam ketentuan

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawad dah, dan rahmah;

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليههها

وجعل بينكم مودة ورحمة 

Artinya:  “dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa

kasih dan sayang”. 

Menimbang,  bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin,

di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang

melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi,

maka  pada  hakekatnya  perkawinan  itu  sebenarnya  sudah  tidak  ada  lagi.

Sebab,  unsur  lain  seperti  terbentuknya  rumah  tangga  yang  bahagia

berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  tidak  mungkin  akan  terwujud  jika

ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi

masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan

pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Penggugat telah terbukti

menunjukkan  sikap  tidak  mau lagi  kembali  hidup  rukun  sebagai  suami  istri

dengan  Tergugat  dengan  alasan  apapun,  maka  menurut  Hakim  juga  telah

membuktikan  telah  lepasnya  ikatan  batin  yang  ada  pada  perkawinan

Penggugat  dan  Tergugat  sebagai  suami  istri,  sehingga  sekalipun  masih

berstatus sebagai  suami  istri  akan tetapi  perkawinan tersebut  telah ternyata

tidak memenuhi kriteria perkawinan  sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-

undang Nomor  1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal  2 Kompilasi Hukum Islam di atas;
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Menimbang, bahwa hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang

terdapat  pada  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  534  K/Pdt/1996

tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum : 

“Bahwa  dalam  hal  perceraian,tidak  perlu  dilihat  dari  siapa  penyebab

percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang

perlu  dilihat  adalah  perkawinan  itu  sendiri  masih  dapat  dipertahankan  atau

tidak.  Sebab, jika  hati  ke  dua  belah  pihak  telah  pecah,  maka  perkawinan

tersebut  sudah  pecah  dan  tidak  mungkin  dapat  dipersatukanlagi,  meskipun

salah  satu  pihak  menginginkan  perkawinannya  tetap  utuh.  Bila  perkawinan

dipertahankan,  maka  pihak  yang  menginginkan  perkawinan  pecah,  akan

berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil  perceraian  Penggugat telah terbukti

dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup

rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1

dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  gugatan  Penggugat dan

keterangan Penggugat yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi

di depan persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta hukum poin 4 yang

pada  pokoknya bahwa  Penggugat  sekarang  sudah  beralih  agama lain  atau

memeluk agama kristen dan Penggugat sering beribadah di gereja;  

Menimbang,  bahwa  meskipun  diantara  penyebab  terjadinya

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  masalah  nafkah  yang

kurang,  namun  dalam  kenyataan  sekarang  ini  pihak  Penggugat juga telah

beralih ke agamanya semula yakni Kristen dan sudah sering melakukan ibadah

di  gereja,  maka  dalam  perkara  ini  Hakim  berpendapat  dan  sesuai  dengan

ibarah dalam Kitab Al Fiqhu ala Al-Madzahibil Arbaah Juz IV hal 425 - 426 yang

berbunyi :
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اماالفرقة بالفسخ فهى امور : منها الفرقة بسب اعسارالزوج ومنه فرقة 

اللعان ومنها فرقة اسلام احدالزوجين الكافرين ومنها ردة

 منه اومنها

Artinya  :  Adapun  perceraian  dengan  jalan  fasakh  ada  beberapa  penyebab,

antara lain sebab ketidakmampuan ekonomi, perceraian karena li’an,

salah satu dari suami istri itu kafir dan kemurtadan suami atau istri ; 

Dan ibarah dalam Kitab I’anat al-Thalibin Juz IV hal 91 yang berbunyi :

فاذا توفرت شروط الفسخ – الى قوله – يفسخ هواي القاضى

Artinya  :  Apabila  telah  dipenuhi  persyaratan  fasakh,  maka  hakim  dapat

memfasakh suatu perkawinan;  

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  juncto Pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa

perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain huruf (f) yaitu antara

suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta huruf (h) yaitu

peralihan agama atau murtad  yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan

dalam rumah tangga;

Menimbang  bahwa  Islam  tidak  membenarkan  Perkawinan  yang

dilangsungkan dengan perbedaan agama sesuai dengan ketentuan Al-Qur`an

surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya:

“Dan janganlah kamu nikahi  perempuan musyrik,  sebelum mereka beriman.

Sungguh,  hamba  sahaya  perempuan  yang  beriman  lebih  baik  daripada

perempuan  musyrik  meskipun  dia  menarik  hatimu.  Dan  janganlah  kamu

nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum

mereka  beriman.  Sungguh  hamba sahaya  laki-laki  yang  beriman  lebih  baik

daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.Mereka mengajak ke

neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

(Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia  agar mereka mengambil

pelajaran;”

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas,  Hakim

berkesimpulan  bahwa  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat telah  pecah
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(broken  marriage)  dan  sudah  tidak  sesuai  dengan  tujuan  perkawinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal  dan ayat  tersebut  di  atas,  dimana hal

tersebut  disebabkan  rapuhnya  sendi-sendi  agama  yang  timbul  akibat

Penggugat keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat

telah pecah dan Penggugat telah berpindah agama dengan menganut agama

semula yaitu Kristen, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

dapat  dikabulkan  dengan  jalan  memfasakh  Perkawinan  Penggugat dengan

Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  dan  pertimbangan-

pertimbangan  tersebut  di  atas  gugatan  Penggugat telah  memenuhi  alasan

perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun

1991, sehingga gugatan Penggugat  a quo telah beralasan dan tidak melawan

hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar memfasakhkan perkawinan

Penggugat dengan Tergugat secara verstek patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3,  hakim

berpendapat  bahwa  berdasarkan  berdasarkan  Pasal  89  Ayat  (1)  Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua

biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  dibebankan  kepada  Penggugat  yang

besaranya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  seluruh  Petitum  gugatan  Penggugat

dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara

verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa tatacara mengadili perkara a quo telah mempedomani

peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

Perkara Perempuan Berhadapan Berhadapan Dengan Hukum;
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Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Memfasakhkan  perkawinan  Penggugat (Penggugat) dengan  Tergugat

(Tergugat);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp239.000,00 (duaratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian  putusan  ini  dijatukan  pada  hari  Kamis tanggal  1  Februari

2024 Masehi  bertepatan dengan tanggal  20 Rajab 1445 Hijriah,  oleh  Roiha

Mahmudah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA Nomor

90/KMA/HK.05/3/2021.  Putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka

untuk  umum pada  hari  itu  secara  elektonik  dan  disampaikan  kepada  pihak

melalui  Sistem  Informasi  Pengadilan  pada  hari  tersebut  dengan  dibantu

Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Roiha Mahmudah, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Muhammad Najmuddin, S.Ag.
Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00

2. Biaya ATK Perkara Rp75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp34.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan Rp20.000,00

5. Biaya Sumpah Saksi I Rp30.000,00

6. Biaya Sumpah Saksi II Rp30.000,00
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7. Biaya Materai Rp10.000,00

8. Biaya Redaksi Rp10.000,00

Jumlah Rp239.000,00

Terbilang (duaratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
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